BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, kejahatan yang dilakukan
manusia semakin merajalela. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring
dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern
peradaban manusia semakin besar pula lah potensi kejahatan itu terjadi dalam
kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasanyang kuatuntuk
mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah
dikodifikasi, bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-
macam pula dan tujuannya.’

Dalam KUHP itu terdapat pasal-pasal yang membahas mengenai model
yang dimaksud, antara lain berupa kejahatan “Pemerasan dengan
pengancaman” yaitu jenis kejahatan yang bertujuan untuk memperkaya
dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan memaksa orang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan

'Adam Chazawi, Kejahatan-Kejahatan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),15.



suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau
kepunyaan orang lain.?

Di dalam KUHP sudah di atur tentang sanksi yang diterima, jika suatu
kejahatan dilakukan. Untuk pengancaman sendiri, sanksi yang diancamkan
oleh Undang-Undang cukup berat. Untuk pengancaman (Pasal 368 KUHP),
pidana yang diancamkan maksimal 9 (Sembilan) tahun.?

Ada pun maksud dibuatnya sanksi yang berat yaitu agar masyarakat
tidak melakukan perbuatan tersebut. Pengancaman biasanya dilaksanakan
sendiri oleh pelaku atau menyuruh orang lain melakukannya atau bisa juga
dengan cara mendapat bantuan orang lain untuk melakukan tindak pidana
tersebut. Sedangkan, jika pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana dalam
hal ini melakukan pengancaman, ada pihak yang ikut terlibat, baik itu secara
langsung maupun tidak langsung, maka pelaku ini disebut sebagai pelaku
pelaksana (pleger). Seorang pembuat peserta (medepleger) tidak mungkin
terlibat bersama pembuat penyuruh (doenpleger) karena dalam hal pembuat
penyuruh, orang yang di suruh melakukan perbuatan itu dalam hal ini
pembunuhan tidak dapat di pidana. Sedangkan pembuat peserta di
pertanggungjawabkan dan diancam pidana sama dengan pelaku tunggal dan
sama pula dengan penyertaan lainnya yang di atur dalam pasal 55 ayat (1)

butir (1) KUHP.

2 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),(Bogor: Politiea, 1985), 12.
3 Sianturi S, Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianya, ( Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1983),5.



Seorang pelaku lebih sering menyuruh atau membujuk orang lain untuk
melakukan tindak pidana dengan kekerasan itu, bahkan dalam melaksanakan
perbuatan itu bisa saja mendapat bantuan dari orang lain. Bantuan itu bisa di
lakukan sebelum atau pada saat melakukan tindak pidana itu dilaksanakan.
Seseorang menyuruh membunuh orang lain untuk membunuh dengan maksud
agar dirinya bisa bebas dari hukuman, padahal menurut hukum pidana yang
berlaku di negara kita, khususnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (1) KUHP
menyatakan bahwa meskipun menyuruh orang lain untuk melaksanakan suatu
tindak pidana, maka orang yang menyuruh melakukan hal tersebut akan
menerima hukuman yang sama dengan orang yang disuruhnya itu, ia
melakukannya secara terpaksa. * Begitu juga dalam hal melakukan
pembantuan, orang yang melakukan pembantuan dan orang yang dibantu
tersebut akan tetap menerima hukuman, hanya saja orang yang melakukan
pembantuan menerima hukuman yang lebih ringan dari orang yang dibantu
tersebut.

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni
hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya
dan menjadi hak Allah swt melalui dalil nagli.’ Dalam hubungannya dengan
hukuman had, maka hak Allah mempunyai pengertian bahwa hukuman
tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban

atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang mewakili negara. Tindak pidana

4 Ibid.,72.
5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
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yang termasuk dalam jarimah hudud salah satunya yaitu pemerasan dengan
pengancaman (Airabah).

Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku jarimah
pemerasan dengan pengancaman (hAirabah). Pertama, perampok hanya
menakuti-nakuti saja, kedua, perampok mengambil harta dengan cara terang-
terangan, Ketiga, perampok mengambil harta dan melaukukan pembunuhan,
dan Keempat, perampok melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil
harta.®

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan tindak pidana
pemerasan dengan pengancaman dapat dikatakan tindak pidana Airabah,
karena tindak pidana ini dilakukan untukmemperkayadirinya atau orang lain
dengan cara pemerasan dengan pengancaman.

Tindak pidana ini terjadi ketika terdakwa Abdul kholik bersama-sama
dengan Ari (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekitar pukul 20.00
wib saat itu saksi korban Nur Moch Tabani bersama-sama dengan saudaranya
saksi korban M. Aguspi Senja Sumarna pergi ke Malang Plaza. Sesampai
mereka berada di jalan KH. Agus salim kecamatan Klojen kota Malang tiba-
tiba terdakwa Abdul Kholik menghampiri dan menepuk punggung saksi
korban Nur Moch Tabani kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi
korban Nur Moch Tabani telah membacok adik terdakwa. Saat itu saksi

korban Nur Moch Tabani membantah karena tidak merasa membacok adik

% Enceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah ( Asas-Asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Bani
Quraisy, 2004), 34-35.



terdakwa, namun terdakwa mendesak untuk melihat kondisi adik terdakwa,
sehingga dengan terpaksa saksi korban mengikuti terdakwa. Sesampai di jl.
Gereja di samping SD Kiduldalem, Ari (DPO) Datang dan menuduh kedua
saksi korban telah membacok adik terdakwa, kemudian terdakwa memaksa
meminta barang-barang milik kedua saksi korban dengan menggunakan
senjata tajam yang seakan-akan di balik baju yang akan di keluarkan oleh
terdakwa sehingga kedua saksi korban mengalami ketakutan, dan terdakwa
mengambil barang milik saksi korban berupa uang tunai Rp. 2.556.000 dan 1
HP merk Lenovo Type A 369i milik saksi korban Nur moch Tabani.

Dalam putusan hakim Menyatakan Terdakwa ABDUL KHOLIKtersebut
di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “pemerasan dengan pengancaman secara berlanjut” dan menjatuhkan
pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan yang semula hukumanya 9 tahun, jika dilakukan oleh dua orang
atau lebih dan bersekutu dan perbuatanya dilakukan pada malam hari dan
mengakibatkan luka, maka bisa dijatuhi 12 tahun penjara’.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan hukum dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pemerasan Dengan Pengancaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang
Nomor :174/Pid.B/2015/PN.Mlg)”. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan hakim Pengadilan

Negeri Malang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemerasan
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dengan pengancaman sesuai dengan hukum pidana Islam dan perundang-
undangan yang berlaku, serta tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak

pidana tersebut.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari paparan latar belakang diatas maka pokok yang dapat di

identifikasi masalah-masalah berikut :

1. Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman ditinjau dari hukum
pidana Islam.

2. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 368 KUHP tentang
pemerasan dengan pengancaman.

3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 368 KUHP tentang
pemerasan dengan pengancaman dalam hukum pidana Islam.

4. Pertimbanganhakim dalam memutus perkara Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.

Mlg.

Adapun batasan maslaah dalam pembahasan ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.
Mlg tentang pemerasan dengan pengancaman.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dengan
pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP (studi Putusan Pengadilan

Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn. Mlg)



C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas

adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
pemerasan dengan pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP (studi
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn. Mlg) ?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkara tindak
pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP

(studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn. Mlg)

?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang
sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang
akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan
pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.® Tujuannya

adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan

8 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, Surabaya: 2014, 8.



diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya.

Dalam skripsi terdahulu yang berjudul Tindak Pidana Pemerasan
Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) yang Dilakukan Anak Dibawah Umur
Dalam  Prespektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan No
18/Pid.B/2012/Pn.Img. yang disusun oleh Khoirotul Ainiyah membahas
tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh
anak dibawah umur, dasar yang digunakan adalah Undang-Undang tentang

melindungi hak-hak anak UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.®

Pada skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak
Pidana Pemerasan Melalui Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE.
Oleh Wisman Aji Harnantoko ( 2015), skripsi ini lebih menekankan pada
UU ITE pasal 27 (4) tentang tentang penyalahgunaan media elektronika
yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pemerasan melalui

elektronik.®

Dalam skripsi lain yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pengancaman Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan

Secara Bearsama-sama (Study Putusan No: 1686/Pid.B/2010/Pn.Mks)oleh

? Khoirotul Ainiyah, “ Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Pasal 368 (1) KUHP Yang
Di Lakukan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Putusan No
18/Pid. B/2012/Pn.Img” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 12

YWisman Aji Harnantoko, 7injauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Melalui
Informasi Elektronik Pada Pasal 27 (4) UU ITE.(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015),
12.



Muhammad Fitriadi (2014). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang
dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
pengancaman yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan secara
bersama-sama, serta pelanggaran terhadap UU No.12 tentang penguasaan

tanpa hak senjata api dan senjata tajam.*

Dalam skripsi lain berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman
Dengan Short Message Service ( SMS ) Oleh Halid Nawawi (2013), dalam
skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum dan sistem pemindanaa

tindak pidana pengancaman dengan SMS. 2

Sedangkan dalam penelitian ini , penulis ingin mengkaji bagaimanakah
bentuk sanksi Pidana bagi pelaku pemerasan yang dengan pengancaman
berdasarkan Pasal 368 KUHP, yang membedakan skripsi ini berbeda dengan
skripsi lainnya adalah pada kasus ini pelaku tindak pidana adalah murni
orang dewasa dan dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana

pemerasan secara berlajut.

E. Tujuan Penelitian

"' Muhammad Fitriadi, 7injauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dengan
Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Secara Bearsama-sama (Study Putusan No:
1686/Pid. B/2010/Pn.Mks),(Skripsi—Universitas Hasanudin Makassar, Makassar, 2013), 8.

12 Halid Nawawi, Tinjauan Yuridis Tentang Pengancaman Dengan Short Message Service (SMS),
(Skripsi—Universitas Mataram, Mataram, 2013), 12.
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Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai
atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan
tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

a.  Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak
pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP
(studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.
Mig)

b.  Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak
pidana pemerasan dengan pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP
(studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.

Mlg)

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis

dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis Untuk memberikan sumbangan, pemikiran, dan ilmu
pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif
melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada,
khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan

dengan pengancaman.
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b. Kegunaan Praktis untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan

tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak
yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pemerasan

dengan pengancaman.

G. Definisi Operasional

1.

Dalam hal ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang
definisi oprasional terkait judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Pemerasan Dengan Pengancaman Berdasarkan Pasal 368
KUHP (studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.

Mlg)”

Putusan pengadilan negeri malang Nomor 174/Pid.B/2015/Pn.Mlg adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat
berupa pemidanaan, bebas dari segala tuntutan serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

2. Hukum pidana Islam adalah : ilmu tentang syara’ yang berkaitan dengan

masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumanya, yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci, seperti tindak pidana pemerasan dengan

pengancaman (Hirabah)®.

B8Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan asas hukum pidana islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2004),

2.
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3. Pemerasan dengan pengancaman (afpersing) adalah : Tindak pidana
dimana seseorang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain
dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan,
memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi

utang atau menghapus piutang”.

H. Metode Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa
data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah.
Untuk mendapatkan hasil penelitianakurat dalam menjawab beberapa
persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data
Jenis penelitian ini adalah Library Research atau studi
kepustakaan.Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak
dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari
masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan

melakukan studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan juga dapat

141bid 290
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diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya
dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
sehingga dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Data yang dikumpulkan
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membahas
tentang tindak pidana, kejahatan mengenai pemerasan dan data-data
tentang proses pemerasan yang disertakan dengan pengancaman hal ini
dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pelaku pemerasan yang
disertakan dengan pengancaman berdasarkan Pasal 368 KUHP dan

bentuk sanksi berdasarkan Hukum pidana Islam.

3. Sumber data
Pada skripsi ini sumber data yang digunkan merupakan sumber data
sekunder yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang
dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan
mengenai objek yang diteliti. Pada sumber data sekunder terbagi menjadi

dua bahan yaitu:

a. Bahan primer
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Bahan primer merupakan data yang bersifat utama dan
penting yang memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi
yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu putusan
Pengadilan Negeri Malang Nomor: 174/Pid.B/2015/Pn.Mlg.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang bersifat membantu
atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta
memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti
dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan
obyek penelitian,.

4. Teknik pengumpulan data
a. Dokumentasi,
Yakni dari dokumen Putusan Pengadilan Negeri Malang
174/Pid.B/2015/Pn.Mlg Tentang Pemerasan Dengan

Pengancaman.

b. Kepustakaan,
Yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai
artikel serta buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
5. Teknik Pengolahan Data
Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang

penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:
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a. Organizing. Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
b. Editing. Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta
menghilangkan keraguan akan kebenaran/ ketepatan data tersebut.
c. Analizing : Menganalisis data-data. Maksudnya data-data yang
telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti
tertentu pada saat analisis.
6. Teknik Analisis Data
Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis
verivikatif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai
dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan
hukum hakim dalam putusan No:147/Pid.B/2015/Pn.Mlg kemudian
dianalisa dan di verifikasi dengan teori hukum pidana Islam. Dan
metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini
menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara

umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka
penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima

bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:
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Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan:
pengertian pemerasan dengan pengancaman atau (Hirabah), jenis-jenis
sanksi dan sekilas tentang hukuman Airabah.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri
Malang yang dimana pada bab ini akan berisi tentang deskripsi perkara
174/Pid.B/2015/Pn.Mlg, serta pertimbangan hukum yang digunakan
hakim dalam memutus perkara 174/Pid.B/2015/Pn.Mlg tentang
pemerasan yang disertakan pengancaman.

Bab keempat, pada bab ini penulis ingin menjabarkan tentang analisis
terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tentang sanksi pelaku
pemerasan yang disertai pengancaman, dan analisis menurut Hukum
Pidana Islam.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan

skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



